KORELASI

Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 2, 2021 | him. 412-427

PENGARUH POLITICAL CONNECTION TERHADAP TAX
AGGRESSIVENESS DENGAN KOMITE AUDIT EXPERTISE SEBAGAI
MODERATOR

Yisrael Antonnius Petra Yesianda®®, Lidya Primta Surbakti 2, Ratna Hindria Dyah Pita 3
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
yisrael.antonnius@upnvj.ac.id?, lidya.primta@upnvj.ac.id?,
Ratnahindria@upnvj.ac.id®

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari political connection terhadap tax
aggresiveness dengan komite audit expertise sebagai variabel moderator. Penelitian ini juga
menggunakan return on assets, leverage dan firm size sebagai variabel kontrol. Tax
aggresiveness sebagai variabel dependen diproksikan dengan pengukuran ABTD. Political
connection sebagai variabel independen diproksikan dengan political connection board of
commisioners dan political connection board of directors. Penelitian ini menggunakan data
sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dengan sampel penelitian berjumlah 69
perusahaan BUMN non-keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi
linear data panel dengan metode data random effect dan menggunakan STATA versi 12.
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan jika political connection board of directors
tidak memiliki pengaruh terhadap tax aggresiveness lalu untuk political connection board of
commisioners memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tax aggresiveness. Untuk
variabel moderator dalam penelitian ini, komite audit expertise tidak dapat memoderasi
hubungan antara political connection dengan tax aggresiveness

Kata kunci: koneksi politik pada komisioner; koneksi politik pada direksi; agresivitas pajak;
keahlian komite audit

Abstract

This study aims to determine the effect of political connection on tax aggressiveness
with the audit expertise committee as the moderator variable. This study also uses return on
assets, leverage and firm size as control variables. Tax aggressiveness as the dependent
variable is proxied by the measurement of ABTD. Political connection as an independent
variable is proxied by political connection board of commissioners and political connection
board of directors. This study uses secondary data in the form of company annual reports
with a sample of 69 non-financial state-owned companies. The analysis method used is panel
data linear regression analysis with the random effect data method and using STATA version
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12. Based on the results of data analysis it can be concluded that if the political connection
board of directors has no effect on tax aggressiveness then the political connection board of
commisioners has a positive effect and significant to the tax aggressiveness. For the
moderator variable in this study, the audit expertise committee was unable to moderate the
relationship between political connection and tax aggressiveness

Keywords: political connection board of commissioners; political connection board of
director; tax aggressiveness, committee audit expertise
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PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara yang terbesar
dibandingkan pendapatan yang lainnya. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan
karena dari pajak ini pembangunan bisa terlaksana dan tentunya bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan bagi masyarakat. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak
langsung. Manfaati yang dirasakan dari pajak adalah fasilitasi pendidikan, fasilitas
transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana umum. Secara tidak langsung
dari pajak ini juga negara dapat membiayai kegiatan pemerinttah dan kegiatan nasional yang
dilakukan negara. Hal ini disebabkan karena 65%-80% jumlah pendapatan negara berasal
dari pajak itu sendiri oleh karena itu pemerintah berusaha dengan keras untuk melakukan hal
yang dapat memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak ini baik dengan cara
menciptakan regulasi dan peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak ini sendiri.
Namun kembali lagi tujuan dari suatu perusahaan tentunya untuk mendapatkan keuntugan
dan memperkaya pemegang saham dari perusahaan tersebut melalui laba yang didapatkan
dari aktivitas perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan sebagai wajib pajak selalu
berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin karena perusahaan beranggapan jika
laba perusahaan akan berkurang akibat dari membayar pajak dan itu dianggap sebagai beban
karena berbanding lurus dengan laba perusahaan (Midiastuty & Suranta, 2016). Jika
pendapatan perusahaan tinggi maka pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Oleh karena itu
perusahaan biasanya melakukan beberapa upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak
dengan salah satu caranya adalah agresivitas pajak.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus dimana perusahaan melakukan
penghindaran pajak melalui cara agresivitas pajak seperti kasus dugaan penghindaran pajak
yang dilakukan PT. Adaro Energi, Google, PT. Multi Sarana Avindo dan lainnya. Hal ini
dikarenakan DJP menemukan suatu keganjilan yang terjadi dimana perusahaan tersebut
melakukan beberapa hal yang dapat menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Selain itu
menurut penelitian yang dilakukan oleh 1lmi et al (2017) dapat disimpulkan jika masih
terdapat beberapa badan usaha milik negara yang melakukan praktik penghindaran pajak ini
seperti PT. Bank Negara Indonesia, PT. Wijaya Karya, PT. Semen Baturja dan lainnya. Dan
berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh DJP potensi hilangnya penerimaan negara melalui
praktik ini dikisar mencapai 390,5 miliar rupiah

Tax aggressiveness atau agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan
dengan cara tax planing yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak perusahaan
(Frank et al., 2009). Tax aggressiveness ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan
yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (lawfull) ataupun melalui cara yang bertentangan
secara hukum. Dalam kegiatan untuk menurunkan atau meringankan pajak maka dapat
dilakukan tindakan-tindakan baik yang legal secara aturan ataupun ilegal (Lanis &
Richardson, 2011). Agresivitas pajak dapat di definisikan sebagai manipulasi penghasilan
kena pajak melalui pajak perencanaan (Frank et al., 2009), selain itu agresivitas pajak adalah
skema atau rencana yang bertujuan untuk menghindari pajak (Lanis & Richardson, 2011).
Sejalan dengan definisi di atas, dapat ditetapkan jika agresivitas pajak adalah perilaku untuk
mengurangi pajak dan upaya tersebut legal atau dapat disebut tax avoidance dan juga secara
ilegal atau disebut tax evasion karena dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan
perpajakan oleh karena itu meski merugikan negara karena penerimaan negara semakin
menurun, pemerintah tidak bisa melarang perusahaan untuk tidak melakukan praktik
agresivitas pajak(Iswari et al., 20).

Political connection dapat diartikan sebagai kondisi dimana pemegang saham, dewan
direksi dan dewan komisaris dari suatu perusahaan merupakan orang yang memiliki
hubungan dengan pihak yang terjun dalam kegiatan politik ataupun orang yang terjun
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kedalam kegiatan politik dalam suatu negara. Dalam beberapa penelitian sebelumnya
dijelaskan jika political connection signifikan terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak
dapat dipengaruhi oleh political connection dan perusahaan diasumsikan memiliki hubungan
politik jika pemegang saham pengendali atau direktur utama menjabat sebagai anggota
parlemen atau pemerintah (Faccio, 2010). Political connection dianggap mempengaruhi
agresivitas pajak karena Perusahaan dapat menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan
keuntungan bagi bisnis mereka seperti untuk memberikan akses informasi yang lebih tentang
peraturan perpajakan lalu Informasi tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan
penghindaran pajak dengan lebih agresif. Selain itu dengan adanya hubungan politik tersebut
maka perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam birokrasi perizinan. Apalagi risiko
pemeriksaan yang dihadapi perusahaan relatif rendah karena perusahaan yang terhubung
secara politik menerima perlindungan dari pemerintah. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Iswari et al., (2019) dijelaskan jika perusahaan akan berusaha untuk
memanfaatkan hubungan politik atau political connection untuk kepentingan dari perusahaan
yaitu dengan cara menjadikan seseorang politikus atau orang yang memiliki hubungan
dengan pelaku politik menjadi dewan direksi atau komisaris di perusahaan terkhusus untuk
perusahaan BUMN.

Secara umum political connection dapat dibagi menjadi hubungan antara dewan
komisaris dan juga dewan direksi. Dewan direksi secara umum bertanggung jawab terhadap
pengawasan direksi baik secara umum ataupun secara khusus selain itu juga untuk
memberikan masukan seperti nasihat kepada dewan direksi. Untuk dewan direksi adalah
bagian dari perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pengurusan operasional perusahaan
secara menyeluruh.

Dalam penelitian sebelumnya juga dijelaskan jika dengan adanya political connection
resiko pemeriksaan perpajakan terhadap perusahaan tersebut sangat kecil (Iswari et al., 2019).
Namun hal ini tidak menutup kemungkinan jika perusahaan akan tetap mendapatkan
pemeriksaan pajak. Perusahaan yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak akan
menyebabkan nilai saham dari perusahaan menurun (Hanlon & Slemrod, 2009). Oleh karena
hal tersebut maka perusahaan banyak yang memilih cara aman dengan mematuhi aturan
perpajakan dari pada melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan juga meningkatkan citra perusahaan di
masyarakat. Tax agressiveness ini bukanlah sesuatu yang bersifat wajib dan mengharuskan
perusahaan, melainkan keputusan yang diambil oleh dewan komisaris dan juga dewan direksi
di perusahaan.

Komite audit expertise merupakan satuan yang bertanggung jawab dalam membantu
dewan komisaris dalam melakukan tugas dan fungsinya. Komite audit expertise juga
bertanggung jawab terhadap tata kelola dari perusahaan tersebut. namun seperti tugas dan
fungsi dimana komite audit expertise hanya bersifat sebagai pengawas dan pemberi masukan
kepada manajemen perusahaan agar dapat memperbaiki ketidaksesuaian berdasarkan hasil
dari pengawasan komite audit expertise. Namun tentunya tetap menejemen perusahaan
melakukan perintah dari dewan direksi dan dewan komisaris. Oleh karena itu peneliti
berpendapat jika komite audit expertise mampu memoderasi hubungan antara politican
connection dan tax aggressiveness.

Penelitian sebelumnya terhadap badan usaha milik negara ditemukan jika hubungan
politik itu berdampak negatif terhadap agresivitas pajak karena badan usaha milik negara
cenderung menghindari praktik agresivitas pajak (Pranoto & Widagdo, 2015). Penelitian
yang dilakukan Iswari et al., (2019) menghasilkan jika political connection tidak berpengaruh
terhadap agresivitas pajak, (Pranoto & Widagdo, 2015) berpendapat sebaliknya jika political
connection dan agresivitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini sependapat
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Widarjo, (2020) yang mendapatkan hasil
jika political connect berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hubungan politik,
perusahaan relatif lebih banyak melakukan kegiatan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam
mengambil keputusan, khususnya yang terkait dengan regulasi perpajakan dan berusaha
untuk menciptakan citra perusahaan yang patuh terhadap pajak (Kim & Zhang, 2016).
Ketidakkonsistenan hasil studi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan
regulasi antar negara dan antara periode penelitian, variabel pengamatan yang berbeda, dan
pengukuran variabel yang digunakan (terutama variabel hubungan politik dan agresivitas
pajak). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan pada penelitian ini,
peneliti menggunakan komite audit expertise sebagai variabel moderator untuk mengukur
kekuatan hubungan antara political connection dengan agresivitas pajak. Berdasarkan latar
belakang ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk
menganalisis pengaruh dari political connection tehadap tax aggressiveness dengan komite
audit expertise sebagai variabel moderator

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan teori agency dimana adanya
perbedaan kepentingan yang timbul antara principle dan agent. Konflik kepentingan yang
muncul akibat teori keagenan ini akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena pada
satu sisi principle memiliki pandangan jika perusahaan harus mematuhi peraturan perpajakan
dan namun manajemen berusahaan untuk menghasilkan beban pajak yang serendah-
rendahnya salah satu caranya adalah dengan melakukan penghindaran pajak

Tax Aggressiveness

Tax Aggressiveness yaitu kondisi yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak
melalui beberapa perencanaan pajak atau disebut tax planning. Perencanaan pajak adalah cara
yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimana bertujuan untuk meminimalisir pembayaran
pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak (Mustofa, 2016). Perusahaan dengan integritas
tinggi biasanya mencoba melakukan penghindaran pajak dengan cara yang legal yaitu dengan
memanfaatkan celah pada sistem regulasi yang berlaku karena jika perusahaan tersebut
ketahuan melakukan praktik yang ilegal nilai perusahaan pasti akan turun.

Berbagai cara dapat digunakan untuk mengukur masalah penghindaran pajak.
berdasarkan jurnal Adhikari et al., (2006); Gebhart, (2017) penghindaran pajak dapat diukur
dengan menggunakan pengukuran ETR, Cash ETR, ETR differential dan book tax differences
(BTD).

Political Connection

Political connection atau disebut sebagai koneksi politik merupakan suatu kondisi
yang terjadi akibat adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya dimana antara
pihak tersebut memiliki suatu kepentingan dan pihak tersebut terlibat dalam kegiatan politik
dan hal ini dimanfaatkan sebagai sesuatu yang bermanfaat yang digunakan untuk
menguntungkan perusahaan dan orang yang terkoneksi tersebut.

perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang petinggi
perusahaan memiliki hubungan dengan presiden, wakil presiden, ketua ataupun sekretaris
adalah anggota parlemen, menteri, atau yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai
politik (Faccio, 2006). Atau memiliki kriteria sebagai berikut:
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1. memiliki petinggi perusahaan utama atau pemegang saham utama yang memiliki
berhubungan dengan kepala negara, dewan perwakilan, polri, TNI dan lainnya

2. Terhubung dengan pejabat yang memiliki atau pernah

3. Perusahaan dengan petinggi yang mengikuti dan ikut terlibat dengan kondisi ekonomi

Komite Audit Expertise

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 memberikan
pengertian bahwa Komite audit Expertise merupakan badan yang berada dibawah Komisaris
dengan minimal satu orang adalah anggota komisaris,dan dua orang merupakan ahli yang
tidak memiliki pekerjaan di BUMN tersebut dan memiliki tanggung jawab langsung kepada
komisaris ataupun dewan pengawas perusahaan. Menurut (Tugiman, 2005), komite audit
expertise dikatakan sebagai sekumpulan orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar
dan bertujuan untuk melakukan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas yang
khusus. Komite audit expertise yang memiliki latar belakang pengetahuan akuntansi dianggap
dapat memudahkan dewan komisaris dalam melakukan pemantauan terhadap proses
keuangan. Oleh karena itu pastinya pelaporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Return on Assets

ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam
menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. ROA dihitung dengan membagi laba
bersih dengan total aset (Kim & Zhang 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Rusydi & Martani (2014) dikatakan jika ROA berpengaruh terhadap Tax avoidance yang
dapat diartikan juga jika perusahaan yang memiliki profit tinggi cenderung akan menghindar
dari praktek penghindaran pajak.

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan
menggunakan uang yang dipinjam. Berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi debt to
asset rasio, debt to equity ratio, Long Term Debt to Equity Ratio dan Times Interest Earned
(Makiwan, 2018). Debt to asset ratio atau DAR adalah rasio besarnya bagian dari
keseluruhan aktiva yang menggunakan utang. debt to equity ratio atau DER hubungan antara
jumlah hutang perusahaan dengan jumlah modal yang dimiliki. Long Term Debt to Equity
Ratio yaitu mengukur modal perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan untuk hutang
jangka panjang. Sedangkan untuk Times Interest Earned adalah rasio dengan mengukur
kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dari laba operasi perusahaan.

Firm Size

Company size dapat dikatakan sebagai skala atau satuan yang dapat dihitung yang
digunakan untuk menggambarkan besar atau Kkecilnya perusahaan(Puspita, 2014).
Pengukuran ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung total aset perusahaan,
nilai investasi, jumlah pegawai, penguasaan pasar dan besar pajak yang dibayarkan.

Pengembangan Hipotesis

Koneksi politik yang digunakan dalam perusahaan bertujuan untuk memperoleh
perilaku khusus seperti memudahkan untuk memperoleh pinjaman modal dan memiliki resiko
pemeriksaan pajak yang rendah. Hubungan politik dilakukan dengan menempatkan dewan
direksi ataupun dewan komisaris atau orang yang terlibat politik di Indonesia. Karena hal ini
dapat membuat perusahaan semakin agresif dalam menerapkan perencanaan perpajakan.
Akibat dari hal ini akan berdampak terhadap laporan keuangan dimana akan menyebabkan
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menurunnya transparansi laporan keuangan. Namun jika kehilangan investor akibat dari
menurunnya transparansi laporan keuangan maka dapat digantikan dengan peran pemerintah
untuk menjadi investor sebagai penyandang dana untuk perusahaan. Perusahaan yang
memiliki political connection dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki
tingkat penghindaran pajak yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang
sejenis namun tidak memiliki political connection (Francis et al., 2016). Perusahaan juga
akan berani dalam melakukan penghindaran pajak karena merasa aman dan dilindungi karena
memiliki hubungan politik tersebut. Dalam beberapa penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan dapat disimpulkan jika political connection berpengaruh signifikan terhadap
agresivitas pajak (Adhikari et al., 2006; Hardianti, 2014); Christensen et al., 2014). Seperti
contoh penelitian yang dilakukan oleh Hardianti Eka et al., (2014) dimana mengungkapkan
jika terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara political connection dengan
agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
Berdasarkan penelitian sebelumnya dan bukti teoritis yang telah dijelaskan di atas, maka
dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

Hla : Hubungan politik pada dewan direksi mempunyai pengaruh positif terhadap tax
aggressiveness

Hlb : Hubungan politik dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap tax
aggressiveness

Komite audit expertise adalah bagian dari manajemen perusahaan yang memiliki pengaruh
signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Anggota dari komite audit expertise
memiliki keahlian akuntansi atau keahlian dalam pengelolaan keuangan sehingga akan
memiliki pengetahuan lebih tentang celah dalam peraturan perpajakan dan mengetahui cara
yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko deteksi sehingga memudahkan untuk
memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita, 2014).
Berdasarkan penelitian sebelumnya, oleh (Pohan T Hotman, 2009) ditemukan bahwa jumlah
komite audit expertise dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan
BEl dimana dalam peraturan tersebut mengharuskan minimal 3 orang yang akan
meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisir laba untuk kepentingan
pepajakan.

Dalam upaya tata kelola perusahaan yang baik maka dibutuhkan peran dari komite
audit expertise. Tugas dan fungsi komite audit expertise adalah sebagai pengawas apakah
perusahaan telah melakukan kegiatannya sesuai dengan standar dan aturan atau tidak oleh
karena itu dengan kualitas komite audit expertise yang baik komite audit expertise dapat
memberikan saran kepada dewan direksi serta memberitahukan resiko yang akan dihadapi
perusahaan terkait masalah penghindaran pajak serta meminimalisir perusahaan dalam
melakukan tax aggressiveness.

Namun tentunya komite audit expertise hanya memberikan saran dan keputusan tetap
diambil oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Komite audit expertise memiliki hubungan
melemahkan antara political conneciton dan tax aggressiveness karena walaupun dewan
komisaris dan direksi memiliki hubungan politik tentunya mereka akan berusaha agar nilai
perusahaan tidak turun akibat melakukan tax aggressiveness. Dan juga komite audit telah
memberikan saran untuk tidak melakukannya karena terdapat resiko jika perusahaan tetap
melakukan tax aggressiveness. Berdasarkan penjelasan diatas, maka terbentuklah hipotesis
berikut:

H2a : Komite audit expertise berpengaruh memoderasi hubungan antara political
connection dewan komisaris dan Tax Aggressiveness
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H2b : Komite audit expertise berpengaruh memoderasi hubungan antara political
connection dewan direksi dan Tax Aggressiveness

Gambar 1 Model Penelitian

Komite audit
expertise

Political Connection
(X1)

Tax Aggressivness (Y)

Control Variabel -

Retur on asset -~
Leverage
Size

Sumber gambar: data diolah

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Dependen

Agresivitas pajak yaitu kondisi yang ditunjukan yang bertujuan untuk menurunkan
laba kena pajak melalui beberapa perencanaan pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan yang
bertujuan untuk menurunkan beban pajak menggunakan perencanaan pajak dengan
menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak (Frank et al.,
2009). Agresivitas pajak dalam penelitian ini akan diukur menggunakan model penggukuran
Abnormal Booki Tax-Differences (ABTD) yang diperioleh dari nilai residu model estimasi
Book-Tax Differences (BTD) (Tang & Firth, 2012). Pengukuran tersebut dapat
diformulasikan sebagai berikut:

BTD;; = By + B1AINV;; + BoAREF;; + f3NOL;; + B4TLU;; + BsTLU ;1 + &;

BTD,;, : Selisih laba sebelum pajak dan laba kena pajak perusahaan i, pada tahun t

AINV;, . Perubahan aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t-1 sampai dengan
tahun t 'dibagi dengan total aset di tahun t

AREF ;; : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t-1 sampai dengan tahun t
dibagi dengan total aset di tahun t

NOL; : Perubahan nilai kompensasi kerugian yang digunakan oleh perusahaan i
pada tahun t-1 sampai dengan tahun t dibagi dengan total aset di tahun t'
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TLU; : Nilai kompensasi kerugian yang digunakan oleh perusahaan i ‘pada tahun t
dibagi total aset di tahunt'

BTD;;_4 :Perbedaan Buku-Pajak perusahaan i di tahun t-1 dibagi total aset di tahun t'

Eit : Perbedaan Abnormal Book-Tax Differences (ABTD) perusahaan i

Variabel Independen
Koneksi Politik

Sebuah perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik jika perusahaan tersebut
paling tidak memiliki satu pemegang saham utama atau pimpinan merupakan anggota
parlemen, menteri atau memiliki hubungan dekat dengan seorang tokoh atau partai (Faccio,
2006). Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai ikatan
dan kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Political Connection dianggap penting karena
dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan yang tentunya akan sangat
membantu perusahaan untuk mengambil keputusan kedepannya.

Peneliti melakukan pengamatan melalui data diri BOD dan BOC yang terdapat di
laporan tahunan perusahaan. Pengukuran political connection diukur seperti berikut (Iswari et
al, 2019):

Proporsi Dewan Direksi

PC BOD = Jumlah Dewan Direksi yang Memiliki Hubungan Politik

Total Jumlah Anggota Dewan Direksi

Proporsi Dewan Komisaris

_Jumlah Dewan Komisaris yang Memiliki Hubungan Politik

PC_BOC =

Total Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Variabel Moderator

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah komite audit expertise expertise.
Komite audit expertise expertise adalah komite audit expertise yang memiliki latar belakang
dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun
2015 mensyaratkan bahwa paling tidak perusahaan memiliki anggota dari komite audit
expertise yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi atau
bidang keuangan. Kemempuan yang dimiliki tersebut dapat digunakan dan juga dapat
menunjang tugas komite audit expertise dalam memantau kinerja manajemen yang efektif
terhadap tinjauan laporan keuangan suatu perusahaan (Badolato et.al, 2014)

Pengukuran komite audit expertise expertise diukur sebagai berikut (Badolato et al.,
2014):

Komite audit dengan pengalaman akuntansi
Total Jumlah Komite audit

KAex =

Variabel Kontrol
1. Return on Assets

Return on Assets adalah cara yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dari
perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan. Dilakukan dengan menilai
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keseluruhan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2012). Pengukuran sebagai
berikut:

Net Income

ROA = Total Asset

2. Leverage
Leverage adalah rasio yang memberikan gambaran kepada pemegang saham terkait
struktur modal perusahaan dengan melihat seberapa besar ataupun kecil tingkat resiko
tak tertagihnya utang dalam perusahaan. Pengukuran sebagai berikut (Rahman &
Mohamed Ali, 2006):

L _ Total Hutang Periode t 100%
CVeTage = Trotal Aset Periode t °

3. Ukuran Perusahaan / Size
Ukuran perusahaan adalah indikator yang menunjukkan kekuatan finansial pada suatu
perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala ukuran terhadap besar atau kecilnya
perusahaan tersebut.
Untuk ukuran perusahaan peneliti mengukur menggunakan perhitungan nilai
logaritma natiral dari total aset perusahaan pada akhir tahun. Pengukuran sebagai berikut
(Rahman & Mohamed Ali, 2006):

Ukuran Perusahaan = In (Total Aktiva Perusahaan Periode t)

Data Penelitian
Perusahaan BUMN periode 2017-2019 yang terdapat di Indonesia. Data pada
penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs
masing-masing BUMN. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu
dengan mempelajari dan mengutip catatan perusahaan dari laporan tahunan perusahaan.
Teknik Analisis Data
Peneliti menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis
dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan program komputer
yaitu STATA versi 12 dan Microsoft Office Excel.
Uji Asumsi Klasik
Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolonieritas, uji
autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.
Uji Kelayakan Model Dan Hipotesis
Uji kelayakan model dan Uji Hipotesis dalam penelitian ini ialah uji R Square dan Uji t
statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Skewness Kurtosis
Variable Skewness Kurtosis
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ABTD_w 1.129884 2.677289
PC_BOD 1.16115 4.570663
PC_BOC -1.346671 4.500655
ROA_w 1.57354 4.413855
Lev_w -.0835326 2.347385
Size -.2162471 2.538362
ACEXPERT .1359055 2.434701

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika data dikatakan normal karena nilai skewness
tidak lebih dari 3 dan nilai kurtosis tidak lebih dari 10

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable Collinearity Statistic
VIF 1/VIF
Size 3.37 0.296707
ACXEPERT 3.14 0.317970
PC_BOD 2.25 0.444735
LEV 1.22 0.822718
ROA 1.14 0.879367
PC_BOC 1.07 0.935317
Mean 2.03

Sumber: data diolah

Pada penelitian ini terdapat permasalahan multikolinieritas dan telah di treatment dengan
menggunakan metode centered.

Tabel 4. Hasil uji Autokorelasi

F (1,22) Prob > F
ABTD 3.764 0.0653

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, model regresi tidak memiliki korelasi antar tiap objek yang di
observasi oleh karena itu pada penelitian ini tidak memiliki permasalahan autokorelasi.
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Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

. Predicte Direct Model Indirect Model
variables .
dSign  Coef. P>zl  Coef. P>z
PC_BOD + 3.48 0,677 -6.49 0,55
PC_BOC + 9.18 0,044 1.31 0,31
ACEXPERT +/- -3.49 0,81
PC_BOD*ACEXPERT +/- 1.34 0,56
PC_BOC*ACEXPERT +/- -1.35 0,57
ROA -1.15 0,113 -1.18 0,07
LEV 1.03 0,494 8.00 0,56
SIZE 1.06 0,257 1.06 0,39
_cons -2.27 0.151 -1.45 0.49
F-value 9,13 15,14
Sig 0,1038 0,0564
R-squared 0,0499 0,0844
N 69 69

Sumber: data diolah

Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat dinilai dengan
melakukan pengujian koefisien determinasi. Jika dilihat pada tabel 4.9 dapat dilihat jika nilai
R Square pada persamaan direct model atau persamaan tanpa variabel moderasi adalah
sebesar 0.0499 atau 4.9% yang berarti kemampuan variabel political connection board of
director (PC_BOD) dan political connection board of commisioners (PC_BOC) dan variabel
Return on Assets (ROA), firmsize (SIZE) dan leverage (LEV) dalam menjelaskan variabel
agresivitas pajak sebesar 4,9%.

Selain itu untuk persamaan indirect model atau dengan variabel moderasi dapat dilihat
sebesar 0.0844 atau 8,4% yang berarti kemampuan variabel political connection board of
director (PC_BOD) dan political connection board of commisioners (PC_BOC) dengan
variabel moderasi komite audit expertise (ACEXPERT) dan variabel Return on Assets
(ROA), firmsize (SIZE) dan leverage (LEV) dalam menjelaskan variabel agresivitas pajak
sebesar 8,4%.

Pengaruh Political connection direksi terhadap agresivitas pajak

Pada penelitian ini hipotesis pertama adalah political connection berpengaruh
signifikan terhadap agresivitas pajak. Lalu setelah dilakukan pengujian hipotesis, didapatkan
hasil yang tercantum dalam tabel 5 yang menunjukkan jika hubungan political connection
direksi dengan agresivitas pajak tidak signifikan, dengan nilai statistik 0.677 (p>0.05). Hasil
ini tidak mendukung argumen jika semakin tinggi hubungan politik pada direksi akan
meningkatkan agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu H1a ditolak.

Sesuai dengan penelitian oleh Iswari et al., (2019) & Nazir et al., (2018) pada hasil
tersebut dapat tergambarkan dimana political connection yang terdapat dalam direksi
perusahaan BUMN tidak berpengaruh, hal itu disebabkan karena direksi perusahaan juga
akan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil dan tentunya sebagai direksi tidak
akan mengambil resiko untuk melakukan agresivitas pajak karena jika hal ini ketauan maka
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citra perusahaan akan dipertaruhkan (Lestari, 2017). Sebagai bagian dari perusahaan, direksi
akan berusaha untuk melakukan tindakan yang paling aman dan sangat konservatif terhadap
perpajakan dikarenakan semakin ketatnya peraturan dan regulasi perpajakan akibat dari
reformasi perpajakan di Indonesia, dengan kata lain resiko yang akan dihadapi oleh direksi
akan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh (Iswari et al., 2019).
Pengaruh Political connection komisaris terhadap agresivitas pajak

Pada tabel 5 menunjukkan jika terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara
hubungan politik komisaris terhadap agresivitas pajak, dimana nilai statistik yang didapatkan
adalah 0.044 (p<0.05). Oleh karena itu H1b diterima.

Sesuai dengan penelitian Hill et al., (2013) & Wu et al., (2012) dimana poiltical
connection komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan komisaris
adalah tingkatan paling atas dapat suatu perusahaan sehingga sebagai komisaris dapat
menentukan keputusan apa yang akan perusahaan ambil dan tidak terkecuali akan masalah
penghindaran pajak. Pada dasarnya komisaris akan berusaha untuk memaksimalkan laba
setinggi mungkin dan juga sesuai dengan penelitian oleh Hardianti (2014) dimana masih
banyaknya perusahaan BUMN yang melakukan praktik agresivitas pajak. Hubungan politik
yang dimiliki oleh komisaris ini menyebabkan perusahaan akan mudah mendapatkan akses
ke instansi perpajakan dan juga memudahkan perusahaan dalam melakukan lobby kepada
pejabat yang berwenang sehingga akan meminimalisir perusahaan mendapatkan pemeriksaan
perpajakan (Wu et al., 2012)

Komite Audit Memoderasi Political Connection Terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah komite audit expertise berpengaruh
memoderasi political connection terhadap agresivitas pajak. Nilia probabilitas untuk
perkalian antara political connection direksi dengan komite audit expertise sebesar 0.567 dan
untuk nilai probabilitas perkalian antara political connection komisaris dengan komite audit
expertise sebesar 0.573. Berdasarkan nilai yang didapat tingkat signifikansi lebih besar dari
0.05 maka dapat diartikan jika political connection baik direksi dan komisaris tidak
berpengaruh sehingga H2a dan H2b ditolak. Hal ini menunjukkan jika variabel komite audit
expertise bukanlaah variabel yang dapat memoderasi hubungan antara political connection
terhadap agresivitas pajak.

Hubungan politik yang dimiliki oleh perusahaan adalah sesuatu yang dapat
berdampak baik bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan adanya hubungan politik maka
perusahaan akan mendapatkan kesempatan lebih baik dari segi informasi, pendanaan dan
regulasi yang berlaku sehingga baik direksi dan komisaris dapat menentukan keputusan apa
yang akan diambil perusahaan kedepannya. Komite audit expertise yang bekerja dibawah
komisaris tentunya akan berusaha memberikan masukan-masukan yang baik kepada
komisaris agar perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi. Namun tentunya keputusan
tetap ditentukan oleh direksi dan komisaris perusahaan sehingga apapun masukan dari komite
audit tentunya tetap keputusan dari direksi dan komisaris yang bersifat mutlak.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti secara empiris political
connection terhadap tax aggresiveness dengan variabel moderasi komite audit expertise dan
menggunakan variabel kontrol return on assets, leverage dan firm size. Peneliti mengambil
data dari Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di Indonesia pada tahun 2017 sampai
tahun 2019. Pada penelitian ini terdapat dua model yang digunakan. Pada model pertama
meneliti pengaruh political connection (PC_BOD dan PC_BOC) serta return on asset (ROA),
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leverage (LEV) dan firm size (SIZE) terhadap agresivitas pajak. Dan untuk model yang
kedua meneliti pengaruh political connection (PC_BOD dan PC_BOC) serta return on assets
(ROA), leverage (LEV) dan firm size (SIZE) terhadap agresivitas pajak dengan
menambahkan variabel moderasi komite audit expertise (ACEXPERT). Penelitian ini
menggunakan data sekunder dengan total 69 sampel data untuk tiap-tiap model. Analisis data
panel digunakan peneliti untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Peneliti menggunakan
proksi ABTD untuk mengukur variabel dependen pada penelitian ini. Aplikasi yang
digunakan peneliti adalah STATA Versi 12 untuk melakukan pengujian hipotesis dan asumsi
klasik pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang ditemukan maka dapat ditarik kesimpulan jika political
connection komisaris (PC_BOC) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan
political connection direksi (PC_BOD) yang dimoderasi oleh komite audit dengan variabel
kontrol return on assets, leverage dan firm size tidak memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak.
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